WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 87 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Semarang ada ketentuan yang perlu disesuaikan,
sehingga Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Semarang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta; f L /




10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 114); 7 P/



11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN

2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8 dan angka 9 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

L L

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Walikota adalah Walikota Semarang.
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya
disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Semarang.

Kepala Badan adalah Kepala BKPP Kota Semarang.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah
Unit Pelaksana Teknis BKPP Kota Semarang. y r /




10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

2. Diantara huruf 1 dan m Pasal 19 disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf
1 a, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
Subbidang Pemberhentian Pegawai, mempunyai tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Subbidang Pemberhentian Pegawai;

membagi tugas kepada bawahan;

membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

memeriksa hasil kerja bawahan,;

menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Pemberhentian

Pegawai,

menyiapkan kegiatan proses pemberhentian ASN atas pemintaan

sendiri;

i. menyiapkan kegiatan proses pemberhentian ASN karena mencapai
Batas Usia Pensiun;

j. menyiapkan kegiatan proses pemberhentian ASN karena meninggal
dunia;

k. menyiapkan kegiatan fasilitasi permohonan taspen bagi ASN yang
purna tugas,

l.  menyiapkan kegiatan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan
organik dan pengaktifan kembali;
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/ la. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembekalan ASN yang akan purna
tugas;

m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang
Pemberhentian Pegawai;

n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis
keuangan Subbidang Pemberhentian Pegawai;

o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup
tanggungjawabnya;

p. menyiapkan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang
Pemberhentian Pegawai;

q. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Subbidang Pemberhentian Pegawai;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya

3. Diantara huruf 1 dan huruf m Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) huruf baru yakni
huruf 1 a, huruf 1 b dan huruf 1 ¢, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25
Kepala Subbidang Jabatan mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Subbidang Jabatan; ;‘ ™ /



membagi tugas kepada bawahan;

membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

memeriksa hasil kerja bawahan;

menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Jabatan;

menyiapkan kegiatan konsultasi pemindahan, pengangkatan dan

pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan
pengawas;

i. menyiapkan kegiatan penetapan, pemindahan, pengangkatan dan
pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama,
administrator, dan pengawas;

j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi;

k. menyiapkan kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama,

1. menyiapkan fasilitasi kegiatan tim penilai kinerja pegawai;
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/ 1 a. menyiapkan kegiatan penyusunan Indeks Profesionalitas Pegawai;
/ 1 b. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pola karier pegawai,

. 1 c. menyiapkan kegiatan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat
" Pelaksana Tugas kepala perangkat daerah;

m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang
Jabatan;

n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis
keuangan Subbidang Jabatan;

0. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup
tanggungjawabnya;

p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang
Jabatan;

q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan Kkegiatan
Subbidang Jabatan;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

. Diantara huruf i dan huruf j Pasal 27 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf
i a dan hurufi b, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27
Kepala Subbidang Penempatan mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Subbidang Penempatan;

membagi tugas kepada bawahan;

membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

memeriksa hasil kerja bawahan;

menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai,

menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Penempatan;
menyiapkan kegiatan mutasi PNS masuk ke Pemerintah Kota Semarang
dan keluar dari Pemerintah Kota Semarang;

menyiapkan kegiatan penempatan bagi Jabatan Fungsional dan

Jabatan Pelaksana; }' e /
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ia. menyiapkan kegiatan pengusulan, penetapan, pengangkatan,
pembebasan sementara, dan pemberhentian jabatan fungsional; -~

i b. menyiapkan kegiatan perubahan nama jabatan pelaksana; .

j- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang
Penempatan;

k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis
keuangan Subbidang Penempatan;

l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup
tanggungjawabnya;

m. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang
Penempatan;

n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Subbidang Penempatan,;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

. Ketentuan huruf k Pasal 40 dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 40
Subbidang Kesejahteraan mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Subbidang Kesejahteraan;

b. membagi tugas kepada bawahan;

c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

d. memeriksa hasil kerja bawahan;

e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Kesejahteraan;

h. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan pembinaan jasmani dan mental
ASN;

i. menyiapkan kegiatan uji kesehatan ASN;

j. menyiapkan kegiatan pemberian dispensasi bagi pegawai ASN;

k. dihapus;

1. menyiapkan kegiatan pelayanan konseling;

m. menyiapkan kegiatan fasilitasi proses permohonan dana taperum dan
asuransi,

n. menyiapkan kegiatan pelayanan cuti ASN;

o. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian tunjangan kinerja pegawai;

p. menyiapkan kegiatan verifikasi tunjangan kinerja pegawai,

q. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang

Kesejahteraan;

menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis
keuangan Subbidang Kesejahteraan;

s. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup

ot

tanggungjawabnya;

t. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang
Kesejahteraan;

u. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Subbidang Kesejahteraan;

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

t dan f i ;
ugas dan fungsinya 7‘ ~ /



Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2Z7 Dewmier 2013

WALIKOTA SEMARANG,

/W). HENDRAR PRIHADI
|

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7T Desember 2019 |
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

i

ADI TRI HANANTO ;

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR &7



